BIDANG

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN USAHA HILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- & bahwa Jawa Barat memiliki sumberdaya alam minyak dan gas
bumi yang berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan guna
menunjang  pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan

kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pengelolaan dan pemanlaatan potensi sumberdaya alam
minyak dan gas  bumi sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, dilakukan melalui kegiatan usaha hulu
atau  hilir minyak dan gas bumi oleh Badan Usaha Milik

Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada pertimbangan huruf a dan b, periu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir;

1 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:

2. Undang—Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provins; Daerah
Khusus Ibukota Jakaria sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
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3. Undang—Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4152);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); -

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahurn 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4996);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006
tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri £, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawz Barat Nomor 46);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117)

H




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

DAN
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUP
KEGIATAN USAHA HILIR,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Barat.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Barat.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau sahamnya paling
kurang 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pernerintah
Provinsi Jawa Barat dengan bentuk hukum Perusahaan
Daerah atau Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi  persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan
pelaksanaannya.

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,
Direksi, dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat
RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan.

Direksi adalah Organ Perseroan vang berwenang dan
bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di
luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan /atau khusus serta
memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

22.
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Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon
yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa
fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau
ozokerit, —dan  bitumen yang diperoleh dari proses
penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat vang diperoleh dari
kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak
dan gas bumi.

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang
dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa

gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas
bumi.

Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan
atau  bertumpu pada  kegiatan usaha Pengolahan,
Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-
bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah
Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk
pengolahan lapangan.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas
bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari
tempat penampungan dan rengolahan, termasuk
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan,
penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas
Bumi. ‘ B

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor
Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas
Bumi melalui pipa.

Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Modal Disctor adalah scjumlah uang dan nilai aset yang
disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan.

. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam

menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar
dacrah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain
dan/atau  pemanfaatan  modal Daerah  oleh  badan

usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan
tertentu.

. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen

Perseroan untulk berperanserta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas
setempat, maupun masyarakat pada LIMUIMmInya.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan
Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan
pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena
hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan
selanjutnya  status  badan  hukum  Perseroan yang
menggabungkan diri berakhir karena hukum.

- Peleburan adalah perbuatan hukum vang dilakukan oleh dua

Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara
mendirikan  satu  Perseroan baru, yang karena hukum
memperoleh alktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan
dirt, dan status badan hukum Persercan yang meleburkan diri
berakhir karena hulkum.
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24. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan

oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk
mengambilalih - saham  Perseroan, yang mengakibatkan
beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

25. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan
seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum
kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan

pasiva Perseroan beralih karena hulkum kepada satu Perseroan
atau lebih.

Bagian Kedua
Malksud dan Tujuan
Paragral 1
Maksud
Pasal 2

Maksud pembentukan BUMD bidang minyak dan gas bumi
lingkup kegiatan usaha hilir adalabh untuk mengusahakan
potensi sumberdaya alam minyak dan gas bumi di Daerah dan
mengoptimalkan peluang pengusahaan pada kegiatan usaha
hilir minyvak dan gas bumi.

Paragral 2
Tujuan
Pasal 3
Tujuan pembentukan BUMD bidang minyak dan gas bumi
lingkup kegiatan usaha hilir adalah :

a. memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumberdaya
alam minyak dan gas bumi vyang dikelola secara
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

b. mengembangkan investasi Dacrah;

¢. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Dacrah;
dan

d. menggerakkan perekonomian Daerah.

BAB 1l
PEMBENTUKAN BUMD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibeniuk BUMD yang bergerak di
bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha hilir
dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas.

(2) Pembentukan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
meliputi : '

nama Perseroan;

tempat dan kedudukan;

neraca,

kegiatan usaha;

modal dan saham;

organisasi; dan

o a0 TR

kepegawaian.




